KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPAT! KABUFPATEN PRINGSEWU
NOMOR 5% TAHUN 2017

TENTANG

SALINAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Retribusi NMemakaian Kckayaan Deerah, serta dalam
upayva meningkatkan Pendapatan Asli Daerah {PAD)
khususnya pada sektor Retribusi Daeral:, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupat agar
asel vang dimiliki Pemerintah Daerah Pringsewu

dapat diberdayakan secara optiral;

b. bahwa berdasatkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu meneldapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemungutan

Retribusi Pemaka‘an Kekavaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Femerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4932}

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Diaerah dan Retribusi Dacrah (Lcmbaran Negara

Repuihlik  [ndonesia

2009 Nomor 130,

Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia

Nomor 5044);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeriniaiivan Daersh {Lembaran Negara Republik
Indonegia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa keli terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
(Lembearan Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Permerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangsn Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4578},

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerntahan Daerah (Lembaran
Hegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tamhahan Iambaran Yegara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 weulang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia
Normor 3333);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Fenpgelolaan Keuangan Daerah
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan FPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomeor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Telmis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 ‘Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
iBetita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036),

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomwor 07
Tahun 2010 tentang Poknk-Pnkok Pengelniaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9
Tahun 2016 tentang Retribusi Pemalkaian Kekayaan
Daerah;




Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pnngsewu Nomor 16
Tahun 2016 {entang Pembentukan dan Susunan
Ferangkat Daerah Kabupaten Pringsewu [Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomer 16);

13, Feraturan Bupat Kabupaten PFPringsewu Neomor 44
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kera
Badan-Badan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATE TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH,

BAB 1
KETENTUAN UMLUM

Pasal 1

Dalaun Peraturan Daecrah ind yang dimaksud dengan:

1. Daerzh adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Dacrah adalah kepala dacrahh scbhbagai
unsur penyelenggara  Femerintahan Daprah  yang
memimpin pelaksanazn urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Organiaasi Perangkat Daerah Pemungur yang
selanjutnya disingkat dengan OPD Pemungut adalah
Orgarissasi  Perangkal  Daerah yang Derwenang
mengelola kekayaan /fasilitas daerah dan memungut
retribusi.

5 Baden adalah suwatu bentuk badan usaha wang
meliputi persercan terbatas, persercan komanditer,
pérseroan lainnyva, badan usaha milik Negsra atau
daerah  dengan  mwms dan benluk apapun,
perselutuan, perkumpnlan, firma, koperasi, yayasan
atalu organisaei sejenis, lembaga dana pensmn, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnysa.

6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan
Baerah Kabupaten Pringsewil,

7. Retribusi Dasrah adalah pungutan daerah sebagai
pembayarun atas jass atau pemberian izin tertentu
vang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.




10.

11.

1Z2.

13.

14.

15.

16.

17.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

. Retribusi FPemakaian Kekayaan Daecrah yang

selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa/ pemberian Izin
tertentu terhadap pemakaian suatu objek yang telah di
tentukkan oleh Femerintah Daerah.

Wajib Retnbusi adalah orang pribadi atau badan yang
mecnurut peraturan  perundang-undangan retrobuasi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungur atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yvang merupskan batas waktu bagi wajib retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
pemerintah daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daecrah yang selanjutnya
digingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajb
Retribusi digunakan untuk melakitkan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah
arau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh
Bupadti.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yvang selanjutnya di
gingkat SKRD ardalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya pokok retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi veang imenentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karcna jumlah kredit retribuai
lehih besar dari pada retribusi yvang teruteang atau
tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah sural Keputusan
atas lkeberatan terhadap SKRD atsu dokumen lain
vang dipersamskan, dan SKRDLE asatau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan cleh Wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkeian kegtatan untuk
mencari, mengumpulkan, mecngolah data dan/atau
keterangan lainmya untuk menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perurnlang-undangan Relribusi Daerah.




18. Penvidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penwidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Tenyidik, untuk mcncari scrta mengumpulken bulkti
yvang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

19, Pejabat adalah Pegawai yvang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlakuy,

BAB II
ORJEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pagsal 2

(1] Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi
pelayanan pemberian hak pemakalan dan/atau
pemanfaatan kekayaan daecrah untuk jangka waktu
tertentu heruipa:

a. tanah;

b. peralatan dan mesin;
¢. wedung dan bangunar,
d. Lkekayaan lainnya.

(2] Tidak termasulk obyek retribusi adalah pemakaian
kekayaan daerah adalah pengguna tanah yang tidak
mengubah fungsi dari tenah antara laim pemancang
tiang lstrik/ielepon atau penanaman/pembentangan
kabel listrik /telepon ditept jalan umum.

Pasgal 3

Subyek retribuei adelah orang pribadi atau baden
menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 4

(1] Wajib retribusi bertanggungjawab atas terjadinya
kerusakan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana
dimmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dalam hal
pengoprasian pemakaian kekayaan daerah dilakukan
langsung cleh wajib retribusi.

{2) Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kerusakan:



a.

yang terjadi selame jangka waktu pemakaian;atau

b. vang diakibatkan karena kelalaian dan keamanan

vang tidak terjamin pada saat permakaian.

(3} Pembuktian terjadinya kecrusakan esebagaimana
dimaksud pada ayat |{2) sebagaimana tertuang dalam
berita acara pada saat penyerahan dan pengembalian
kekayaan daerah sebagaimana dimaksud datarm Paaal
2 ayat (2).

{4) Waijib retribusi bertanggungjawab atas kesclamatan
jiwa dan raga operator/supir selama pemakaian
kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1] huruf b.

(5) Tanggung jawab wajib retribusi atas keselamatan jiwa

dan raga operator/supir sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] meliputi:

a.

memasang alat pengaman/sdfety pada kendaraan
seauai standar yang telah ditetapken berdasarkan

ketentuan yang berlaku;
memazang alat komunikasi pada kendaraan;dan

mengasuransikan operator/supir.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 5

1} Calon pemakai mengajukan permohonan persetujuan
ga) pe
pemakaian kepada pengelola barang OPD Pengelola
retribusi pemakaian kekayaan daerah.

(2) Permohonan persetujuan pemakaian  sekurang-
kurangnya memuat:

'&1‘

b.
¢.

d.

perimbangan  yang —mendasari | permohonan
pemakaian;

identitas pemakai;

tujuan penggunaan objek pemakaian kekayaan
dacrah;

rincian data objek pemakaian kekayaan daerah
yang c¢ibutuhkan;dan

jangka waktu pemakaian.



(3)

{1}

(2)

{3)

{1)

Dalam hal objek berups tanah dan/atau bangunan
atau sebagian tanah dan/atau bangunan, rincian data
ohjek pemalkaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat |2) huruf d, termasuk luas dan
lokasi tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 6

FPengelola barang 1melakukan  penelitinn alas
permohonan  persetujuan  pemakaian dan  calon
pemalai.

Penelitian sebagaimana dimaksud pads ayat (1)

meliputi:

a. kepastian belum atau tidak adanya penggunaan
pemsakaian kekayaan daerah:

b. tujuan penggunaan objek pemakaian kekayaan
daerah; dan

c. jangka waktu pemakaian.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi dasar persetujuan/penwlakan permohonan
pemakaian kekayaan daerah oleh pengelola barang.

Bagian Ketiga
Perzetijjuan

Pasal 7

Pemberian persetuyjuan/penclakean oileh pengelola
barang atas permohonan peminjaman pemakaian
kekayaan daerah dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a, kekayaan daersh yang dimohon dalam kondisi
belum atau tidek sedang digunakan untuk tugas
dan fungsi pengelola barang,

b. kekaysan daerah yang dimohon akan digunakan
untuk menunjang pelaksanasn penyelenggaraan
pernerintahan daerah.

(2} Berdasarksn pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam hal pengelola barang:

a. menyetujui permchonan pemakaian kekayaan
daerah, pengelola barang menerbitkan surat
persctujuan; atag




(3)

[1)

(2)

{3)

(4)

{5)

(6)

b. tidak menyetujui  permohonan pemakaian
kekayaan daerah, pengelola harang
memberitahukan secara tertulis kepada calon
peminjam pakal yang mengajukan permohonan
persefujuan pemakaian kckayaan daerah, disertai
alasannya.

Surat persetujuan sebagimana dimaksud pada ayat (2)
hurufa sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas pemakai;

b. data obiek pemakaian kekayaan daerah;

c. jangka waktu pemakaian: dan

d. kewsjiban pemakar.

Bagran Keempat

Pelaksaongnn
Pasal 8

Pelsksanaan pemakaian kekayaan daerah dituangkan
dalam perjanjian pemakaian kekayaan daerah yang
ditandatangani oleh pengelola barang dan pemakai.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditindaklanjuti dengan DPenyerahan objek pemakaian
kekayaan daerah dar pengelola barang kepadn
pemakai yang dituangkan dalam berita acara serah
terima dan SKRD yang menentukan besarnya pokok
retribusi.

Selama jangka waktu pemakaisn kekayaan daerah,
pemakai wajib memelihara dan mengamankan objek
pemakaian  kekayaan dacrah dengan  biaya yang
dibebankan pada pemakai.

Sebelum jangka waktu pemakaian kekayaan daerah
berakhir, pemakai harus memberitahukan  kepads
pengelola barang akan mengaldhiri alauy
memperpanjang pemsakaian kekayaan daerah

Dalam hal pemakaian kekayaan daersh akan
diperpenjang, pemakai mengajukan permohonan
persetujuan perpanjangan jangka waktu pemakaian
kekayaan daerah kepada pengelola barang,

Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan
pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilampiri dengan suret persetljuan
pemakaian  kekayaan daerah sebelumnya darn
pengelola barang.




(7} Dalam hal pemekaian kekayaan daerah akan diakhiri

{8]

oleh pemakai sebclum masa pemuakaian kekayaan
daerah berakhir, pemakai harus memberitahukan
kepada pengelola barang.

Delam hal pemakaian kekayaan daerah berakhir,
pemakai menyerahkan ohjek pemakaian kekayaan
daerah kepada pengelola barang yang dituangkan
dalam berita acara sergh terima.

Bagian Kelima
Pembayaran

Pasal 9

(1} Pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan.

{2)

(3)

(1)

(2)

{3)

(%

(5]

Pembayaran retribusi yang terhutang dilakuken
sekaligus atau lunas,

Deglam hal pemakaian kekayaan daerah dilakuksn
dengan perjanjian, maka jangka walkty pembayaran
disesuaikan dengan jangka waktu yang di atur dalam
Maskah Pcrjanjian antare Kepala OPD pemungut
dengan Pihak Ketiga.

Pagal 10

Pembayaran retribusi terhutang dilakukan secara
tunai pada saat penyershan pemakaian kekayaan
dacrahl akan dipakai, kecuali pemakaian kekayaan
daerah yang dilakukan dengan naskah perjarjian,
jargka waktu pembayaran ditetapkan dalam naskah
perjanjian.

Pembayaran retribusi yang teth utang dapat disetorkan
pada Kas Daerah Kabupaten Pringsewu satau pada
Kantor OPD Pemungut melalui bendahara penerima.

Pembuayaran  rewribusi  terhutang  sebagaimana
dimakeud pada ayat (2) menggunakan SSRD sebesar
nilai nomingl yang tercantum dalam SKRD.

Pembsyaran retribusi dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan SSRD acbagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yvang tdak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penunjukan bendahara penerima ditetapkan dengan
Keputusan Bupati atas usul Kepala OPD Pemungut.




(1)

(2)

(1)

{2)

(31

(4

{5

Pasal 11

Bendahara penerima wajib menyetorkan seluruh hasil
penerimaan retribusi ke kas daerah paling lambat 1 X
24 jam [satu kali dua puluh empat jam) dengan
menggunakan STTS.

Blanko S3RD yang digunakan, disiapkan dan cetak
oleh OPD pemungut atau dibuat dengan aplikasi
komputer sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
FEMBEBASAN RETRIBUSI

Fasaal 12

Waiib retribusi dapat mengajuksn permchonan
keringanan, pengurangan dan pembebasaen retribusi
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD
atau dekumen lain yang dipersamakan,

Permohonan keringanan, pengurangan dan
pembebasan retribusi diajukan secara tertubis dalam
bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas.

Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui
prosce pencliban  dan  pemeriksaan olch  OPD
pemungut,

Pengembalian keringanan, pengurangan dan
pembebasan retribusi dianggarkan dalam dokumen
pelaksanaan anggaran OPD pemungut atau dapat
diperhitungkan untuk pengurangan beban kewajiban
retribusi terhutang yang ekan datang atau retribusi
daerah lainnya atas nama wajib retribusi.

Pengajuan keringanan, penguranganh dan pembebasan
retribusi tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan reiribusi.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penagiban




(1)

(2}

(3

(1)

(2)

(3)

{4

{5)

Pasal 13

Retribusai terhutang vang belum dibayar atau kurang
bayar cleh wajib retnibusi ditagih menggunakan STRD.

Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban
memhayar retribnai yang terhutang sesnai dengan
Jjangka waktu yang ditentukan, maka OPD pemungut
harus memberi teguran dengan menerbitkan surat
teguran.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada avat (2}
diterbitkan setelah 135 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 14

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 [tiga) tahun
terhitung sejak surat terhulangnya retribhesi, kecuali
Jika wajib retnbusi melalukan tindak pidana di bidang
retribusi.

Kedaluwarsa penaghan retribusi  sebagaimana
dimakeud pada ayat (1) tertangpung jika

a. diterbitkan surat teguran;atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi
baik secara langaung maupun secara tidak

langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} houruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut.

Pengakuan utang refbusl  secara  langsung
2ebagainans dimaksud pada ayat (2} huruf b, yaitu
wajib retribusi dengan kesadarannve menvatakan
masihk mempunyai utang retribuai dan belum
melunasinya.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b, dapat
diketahui dari pengajuan permchonan angsuran atau
perundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh wajib retribusi.




{1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

Passzl 15

Retribusi yang tidek mungkin ditagih lagi, karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapus.

Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

EBARB VI
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pagal 16

Bendahara penerima dan petugas vang terkait dengan
pemungutan  retribusi  wajib menyelenggarakan
pencatatan pembukuan selurub rangkaian kegiatan
pernungutan,

Bendahara penerima dan petugas yang terkait
schagaimana dimaksud pada avat (1) wajib
mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumcn

yang digunakan sebagai dasar
pencatatan { pembukuan.
Bagien Kedua
Pelaporan
Pasal 17

Bendzhara penerima wajib membuat  dan
toenyampaikan laporan realisssi penerimaan dan
penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun
secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh]
bulan berikutnya.

Secars fungsional laporan pertanggurngjawaban
disarmpaikan kepada pejabat pengelola keuangan
daerah selaku bendahara umum daerah untuk
diverifikasi.

Becara Administrasi laporan pertanggungjawsban
disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah
selaku koordinator pemungutan retribusi daerah
untuk dievaluasi.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulsi berlaky pade rtanggal
diundangian.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati int dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pringsewt.
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggatl 13 september 2017
BUPATI PRINGSEWU,
dto
SUJADI
Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal 13 geptozber 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWT],

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 35

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 55
TAHUN  : 11 gepeber 2017
A. Blanko Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRTD)
Pemerintah Kabupaten SKRD
Pringsevwn , iSurat Ketetapan Retribusi Deerah) No. Ut
Badan Pendapatan Daerah Masa Retnhuﬂ | ]
Tahun :
Nama
Alamat
Tanggal Jatuh Tempo
&
No Fasal Retribusi Jenis Retribusi Daersh Jumlah
(Rp)
Juinlsh Ectetapan Pokok
Jumlsh Sanksi : a. Bungse
b. Kenaikan
Jumlgh Keseluruhan
Dengan Huruf
PERHATIAN

menggningkon SKERIY ini.

1. Harap penyetoran dilakukan melglui BKP atau Kss Daerah {bank....] dengan

2. Apabila SKRID ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewnt waktu paling lama 30

295 per bulan
Pringsew, . S i 17 1T |
an. Kepals DmsjBadml OPD Pemungut
Kepals....
NIP,
Ruang uaiuk teraan Kas Diterioa wlelz
Register, Tands tangan Petuigas Tempat Pembayaran renvetor
Petugas Penerima Tanggal :
Taruda iengan :
Narma Terang :
{ veee)
T - - Gurndiryy Disirg
No. SKRD
) Tands Terima
NFWRD rereean
Nama
Alamnt

Prmgaewu, Tahun .......
Yang menerima




B. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan

—-

Pemerintah Kabnpaten SKRITT
Pringsewu {Surat Ketetapan Retribusi No. Urut
Badan Pendapatan Dacrah Tambahan)
Daerah Masa Retribusi :
Tahun : .
Nama
Alamat : . —
NPWRD A 1 I O O
Tanpgal Jatuh Tempo :
No Pasal Retribusi Jenis Retribusi Draerah Jumlah [Rp}
Jumlsh Ketetapan Pokok
Jumlah Sanksi : a. Bunga
b. Kenaikan
Jumlsh Kesehirmhan
Dengan Hurif
FERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melatui BKP atau Kas Daciuli (bank....) dengan
menggnnalan SKREMDT ini,

2. Apabila SKRDT ini tidak atan Kurang Dibayar setelah lewnt wakin paling lama 30
hari sejak SKRDT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2% per bulan
a.n. Kepala Dinas/Badan OFD Penmungut
Kepala........
Ruang untuk ternan Kas Diterima oleh
Register/ Tanda tangan Petugas Temnpat Pembayaran Penvetor
Petugas Penerima Tanggal :
Tandn tAngan :
Nama Terang
Lo }
e bbb ana b - - el Hiriting Dising
Mo, SBERLT
B Tends Temma T
Nama,
Pringsewa, Tahun .......

Yang menerina




C. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Hayar

Pemerintah Kabupaten SKRDLP
Pringsewy {Surat Ketetapan Retribusi Daetah Na. Urut
Dadan Pendapatan Lebih Bayar)
Daerah Masa Retnhum
’ Tehun

Nama

NFWRD > O ¥ 1Lk
Tanggal Jatuh D eeimiereriesesiarmssrssssesemeefrreesrssessaareterradarene s
Tempo

1. Berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telab didakukan
pemeriksaaan atau keterangan lain atas pelaksanaon kewnjiban :
PagalRetribusi [ T T T T T 1
Nama Remibusi : .......ooovvvviccinnnnnn.

II. Dar pemeriksaan atac keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlab yang
lebih bayar yang sehamsnya tidak terutang adalah scbapai berikuat :
1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Retribnsi yang terhintang Rp.
3. Kredit Retribusi

a. Setoran yang dilakukan Kp.

b. Lain-lnin Rp.

c. Dikurangi kompensasi kelebiban ketahun vang

akan datang/hutang retribusi Rp.

d. Jumlah retribuai yg depat dikreditkan {a1b-c) Rp.
4. Jumlah Kelebihan pembavaran Pokok Retribusi (3d-2) Rp.
5. Sanksi Administrasi

a. Bunga {Pst 9(1)) Rp.

b. Kenaikan (Ps] 9(5)} Ep

c. Jumlah sanksi administrasi (a+h) Rp.
6. Jumlgh lebih bavar yang seharusnya tidak teruiangid+5c) Rp.
Dengan Ihuruf [
Perhatian

» Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan
menggunakan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi (SPMKR) dan
surat perintah mengeluarkan uang (SFML)

Pringsewl, ...l Tabuno, s,
a.n. Kepala DmaﬁfBadan OPD Pemmungut
Kcpala........

AU b dhbb kbbbt bR AP

--- - o - Gurnding Dising
N SKRTIE ... ...
Tanda Terima
NPWRD .
Nama
Pringscwu, Tahun .......

Yang menerimsa

[¢a¢1¢¢¢¢¢i ltlllllJlii‘iilJ




D. Blanko Surat Tsgibhan Retribusi Daerah (STRD)

R Pemerintah Kabupaten STRD
Pringsewu (Surat Tagihan Retribusi Daerah) | No. Urut

ij Badan Pendapatan Daerah Masa Retritusi : TR
— Tahun :

L U U RO

Alamat

NPWRD [ | A I | O

Tanggal Jatuh

Tempo

11,

Berdasarkan Pasal 160 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009

telah dilakuken penelithn dan/fatau pemeriksaan atau keterangsn lain atas
pelaksananan kewajiban :

PasalRetribusi — [ T T T [ |

Dan penclitian dan atau pemeriksaan tcracbut diatas, penghitungan jumlah yang
masih harus dibayar adalah sebagal heriknt:

1. Retribusi yang kurang i bayar Rp.
2. Sanksl Administrasi
Runga (Pel 27 {A)) Ep
3. Jumlah yang magih harus dibayar {1+2) Rp.
| Dengso Huruf |
Perhatian

* Harap penyetoran dilakulkan melalui BKF atau Kas Daerah [Bank Lampung]
dengan menggmmakan Surat Setoran Retribusi Daerah [BSRED)

» Apabila STRD ini tdak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama
30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% per bulan
PHINZSECTIL, covnrrinissiesess Tahun .oeees
a.n. Kepala DinasfBadan OFD Pemungut
Kepala........
NIP.
e rramrrErmmmr e sm s e e e m e e e e e CUNEIRG DHisIN
Mo, BTRID ..cvcvvvrinrrais
Tanda Terima
NPFWERD
Nama
Alamat




E. Blenko Surat Setoran Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Pringsewu BSRD
Badan Pendapatan Daerah (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)]
Nama
AlBIMAL I st s isa s anva e i ainas
NPWRD DO O 1T10O0O00 414
Menyetorkan [C] SKrRD [l STRD
Berdasarkan®) SKRDT E SK Fembetulan
SK Lkeberatan Lain-lain
Masa Retribusic................. Tahun:............ No. Urt @......ccccce.
ho | Pasal Retribusi Jenis Retribusi Jumlah (Rn}
Jumbah Setoran Retr{buesi
Dengan Huaruf B ]
Fusng untuk teraan Kas viterima Oleh, Pringsewl, . . tahun ...
Register/Tanda Tangan Petugas Pemmbavaran
FPetugas Penerima Fenyetor
Tanggal
Tanda Tangan *
{orrereriinns ) Nama Terang : {een e}

*) Beri tanda ¥ pada[_] sesuai dengan ketetapan yang dimiliki,

BUFATI PRINGSEWTT,

dto

SLUIJAD]
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